
BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 47 UU PTUN jo. Pasal 1 angka (10) UU PTUN 

yang mengatur tentang kompetensi absolut PTUN. Namun, berdasarkan 

Pasal 129 UU ASN jo. Pasal 32 - 38 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS menentukan bahwa sengketa kepegawaian wajib 

diselesaikan melalui upaya administratif. Dengan demikian, maka sesuai 

Pasal 48 UU PTUN, bahwa PTUN baru berwenang untuk mengadili 

sengketa kepegawaian apabila segala upaya administratif yang diwajibkan 

sudah selesai.  

b. Penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Pasal 129 UU ASN jo. 

Pasal 32 - 38 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS wajib 

dilakukan melalui upaya administratif. Upaya administratif dibagi menjadi 

2 yakni keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan surat 

keputusan dan banding administratif yang diajukan kepada Badan 

Pertimbangan ASN. Setelah upaya administratif yang diwajibkan sudah 

selesai, dan masih tidak diterima maka dapat mengajukan gugatan ke 

PT.TUN sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) PTUN sebagai tingkat pertama. 



86 
 

 
 

Prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian di PT.TUN tersebut 

mengikuti prosedur hukum acara PTUN pada pengadilan tingkat pertama. 

2. Saran 

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Perlu dilakukan perubahan atas PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

PNS khususnya mengenai ketentuan sengketa kepegawaian yang dapat 

diajukan upaya administratif, sehingga sesuai dengan UU ASN. 

b. Perlu disinkronisasi mengenai ketentuan upaya administratif yang ada 

dalam UU ASN dengan UU Administrasi Pemerintahan.  
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